BAB Il
POLA SUKSESI KEPEMIMPINAN PARTAI POLITIK AMANAT
NASIONAL SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

A. Dari Pemilihan Langsung ke Pemilihan Formatur

Pada saat berdirinya Partai Amanat Nasional menggunakan mekanisme
pemilihan langsung untuk memilih Ketua Umum selama satu periode.
Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional yang
ditetapkan pada 23 Agustus 1998 di Jakarta, bab 4 tentang pemilihan
pimpinan pasal 15 ayat (5) poin 5.4 menyatakan bahwa acara pokok Kongres
adalah pemilihan dan penetapan Ketua Umum secara langsung. Ketua Umum
terpilih secara ex-officio merangkap sebagai ketua formatur.Mekanisme
pemilihan pimpinan PAN melalui mekanisme pemilihan langsung, one man
one vote, dan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum pada masing-
masing level kepengurusan.Mekanisme pemilihan pimpinan Partai Amanat
Nasional mengalami perubahan nyata.Mekanisme sebelumnya adalah
pemilihan langsung dan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum
pada masing-masing tingkatan. Pada Kongres Partai Amanat Nasional ke-4 di
Bali, menetapkan mekanisme pemilihan pimpinan partai melalui pemilihan
Formatur. Berdasakan Pasal 27AD ART PAN tentang Agenda Acara
Musyawarah Wilayah ayat 1 huruf e tertulis bahwa kewenangan Musyawarah
Wilayah adalah memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua Dewam

Pimpinan Wilayah dan Anggota Formatur.
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Suksesi dalam salah pengertiannya dipandang sebagai proses perubahan
sosial politik dalam pengertian yang luas yang merupakan proses yang sangat
kompleks dalam situasi dan kondisi tertentu. Suksesi berkaitan dengan sistem
pembagian kewenangan dan atau otoritas yang mengakibatkan timbulnya dua
macam kategori sosial di dalam masyarakat yang mengakuinya. Yakni mereka
yang menduduki sebagai pemenang otoritas, yang baik secara substansial maupun
arahnya berlawanan satu sama lain dalam mencapai kepentingannya.! Dalam
konteks penelitian ini, suksesi diartikan sebagai proses mekanisme perubahan
kepengurusan atau struktur kepemimpinan yang menjadi mekanisme yang diakui

oleh orang-orang yang terikat akan ketentuan tersebut.

Dalam praktik kekuasaan yang tidak mengenal demokratis, suksesi
kekuasaan tidak terjadi berkala dan lebih bergantung kepada keinginan pemagang
kekuasaan semata. Hal ini yang menjadikan kekuasaan sangat langgeng di
beberapa negara Asia Tenggara seperti di Singapore, Thailand, Malaysia, dan
Indonesia pada kurun waktu tertentu katakanlah 1960-an sampai 1990-an. Dalam
bukunya Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan, Amien Rais mengemukakan bahwa
terdapat lima alasan mengapa harus terjadi sebuah suksesi dalam sistem

kekuasaan negara.? Alasan-alasan tersebut antara lain :

1. Penguasa yang terlalu lama berkuasa akan cenderung melakukan

tindak korupsi.

!Nasikun, Sistem Sosial Indonesia. hal.18
“Amien Rais, Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan. ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hal.13
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2. Pimpinan nasional yang terlalu lama berkuasa akan melahirkan kultus
individu ( the cult of individual ), yang mana hal ini akan mengabaikan
rasionalisme manusia

3. Suksesi, rotasi, atau regenerasi elit adalah sebuah keharusan dalam
sebuah sistem demokrasi yang ditandai dengan tingginya partisipasi
rakyat dalam menentukan kedudukan seorang pemimpin ataupun
pengambilan keputusan atau kebijakan Negara

4. Kelompok elit yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung
kehilangan misi ataupun kreativitas

5. Sebuah lapisan yang sudah lama memegang kekuasaan secara perlahan
akan meyakini bahwa dirinya adalah personifikasi stabilitas dan

eksistensi negara.

Suksesi politik sendiri memiliki kaitan yang erat dengan Krisis
legitimasi.Bentuk konkrit dari hal ini adalah fenomena penurunan kepercayaan
rakyat terhadap suatu pemimpin bisa berdampak pada perubahan politik.Yang
dimaksudkan dengan legitimasi disini adalah legitimasi dari pemerintahan yang
sebelumnya. Apabila tingkat legitimasi rendah, maka sebuah suksesi politik akan
mudah terjadi. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat legitimasi tinggi maka
sebuah suksesi politik akan sulit terjadi karena dukungan masyarakat pada
pemerintah besar. Dalam ilmu politik, legitimasi diartikan seberapa jauh
masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan

yang diambil oleh seorang pemimpin.?

*Muthiah Alagappa, Political Legitimacy in Southeast Asia : The Quest for Moral Authority.
(Princeton : University Press, 1995), hal.15-24
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Pada intinya legitimasi merupakan kepatuhan dari yang diperintah
terhadap yang memerintah.Legitimasi ini merupakan wujud dukungan sukarela
terhadap suatu pemimpin atau pemerintahan.Dalam konteks legitimasi ini,
hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan oleh
keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh

seorang pemimpin.

Menurut Muthiah Alagappa ada empat elemen-elemen legitimasi yang
dapat digunakan untuk menganalisis situasi atau proses suksesi kepemimpinan

atau struktur kekuasaan, sebagaimana berikut:

Pertama, Shared Norms and Values. Nilai dan norma bersama dapat diartikan
sebagai peraturan normatif masyarakat yang berdasar pada kesepakatan umum.
Sebagai nilai moral yang terinternalisasi dapat menghasilkan sebuah pengaruh
yang kuat pada penentuan tujuan-tujuan dan alat untuk mewujudkannya,
institusionalisasi dari nilai-nilai seperti itu dalam masyarakat melalui sebuah
sistem nilai yang utama membantu kohesi sosial, di mana dari perspektif kajian
ini, pada gilirannya membawa ke arah kesepakatan pada aturan yang mengatur

perolehan kekuasaan dan penggunaanya.

Kedua, Conformity with Established Rules. Sebuah pemerintah yang
mendapatkan kekuasaan melalui kesesuaian dengan ketetapan tertentu akan dilihat
sebagai sesuatu yang legitimate. Siapapun yang tidak menghormatinya akan
dilihat sebagai pelanggaran. Walaupun situasinya tidak selalu jelas, besar kecil
legitimasi dari sebuah pemerintah dapat dikenali melalui peraturan dan standart

yang dikenal dengan luas.
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Ketiga, Proper Use of Power. Ada dua aspek dalam ketepatan penggunaan
kekuasaan. Pertama adalah pemerintah berjalan dalam koridor undang-undang
atau peraturan dan prosedur lain yang diterima secara luas; kedua adalah
penggunaan kekuasaan yang efektif untuk mempromosikan kepentingan bersama
dari komunitas yaitu, penampilan politiknya. Walaupun kekuasaan kurang
mendapatkan perhatian, kriteria pemerintah yang berjalan dalam koridor undang-
undang adalah sebuah prasyarat untuk legitimasi pemerintah yang berkelanjutan
yang mendapatkan wewenangnya dari kesesuaian dengan peraturan yang telah

berlaku.

Keempat, Consent of the Governed. Persetujuan diberikan oleh individu-
individu.Dalam bidang politik, memberikan persetujuan adalah untuk mengakui
hak pemerintah dalam memunculkan perintah dan menerima kewajiban untuk
mentaatinya.Ketaatan pada tugas harus dibedakan dari  penerimaan
instrumental. Komitmen untuk patuh adalah berdasar pada ganjaran.Dalam
prakteknya, itu mungkin sulit untuk memisahkan keduanya.Lebih jauh,
penerimaan instrumental dalam jangka waktu lama mungkin menjadi kepatuhan

yang wajib.

1. Suksesi Kepemimpinan PAN

Partai Amanat Nasional atau lebih dikenal dengan nama PAN berdiri pada
tanggal 23 Agustus 1998. Pemrakarsa berdirinya PAN sendiri adalah Amien Rais
dan 49 rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA). Pada
saat itu ia masih menjadi ketua umum Muhammadiyah. PAN telah melaksanakan

Kongres untuk memilih Ketua Umum sebanyak 4 kali sejak 1998.
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Pada Kongres terakhir yaitu kongres ke-4 PAN dilaksanakan di Bali dan
terpilih Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode

2015-2020.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pola suksesi kepemimpinan Partai
Amanat Nasional sejak berdirinya PAN sampai dengan Kongres terakhir di Bali
saat terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN. Mengingat perubahan
mekanisme suksesi kepemimpinan PAN terjadi dan disepakati pada Kongres PAN

di Bali saat itu.

1.1.Suksesi Pemilihan Langsung

Mekanisme pergantian pimpinan pada Partai Amanat Nasional terdiri atas
beberapa tingkatan. Pada tingkatan Dewan Pengurus Pusat (DPP) pergantian
kepemimpinan terletak pada Kongres; tingkatan Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
pada Musyawarah Wilayah (Muswil); untuk tingkatan Dewan Pengurus Daerah
pada Musyawarah Daerah; Dewan Pengurus Cabang (DPC) pada Musyawarah
Cabang (Muscab); kemudian untuk tingkat Dewan Pengurus Ranting (DPRt) pada

Musyawarah Ranting.

Partai Amanat Nasional (PAN) telah melaksanakan Kongres sebanyak 4
(empat) kali. Pada Kongres pertama terpilih Amien Rais sebagai Ketua Umum
periode 1998-2004; Kongres Kedua terpilih Soetrisno Bachir sebagai Ketua
Umum periode 2005-2010; Kongres ketiga, Hatta Rajasa terpilih sebagai Ketua
Umum periode 2010-2015; Kongres keempat yang dilaksanakan di Bali, Zulkifli
Hasan terpilih menggantikan Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum untuk periode

2015-2020.
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Pada saat berdirinya Partai Amanat Nasional menggunakan mekanisme
pemilihan langsung untuk memilih Ketua Umum selama satu periode.
Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional yang ditetapkan
pada 23 Agustus 1998 di Jakarta, bab 4 tentang pemilihan pimpinan pasal 15 ayat
(5) poin 5.4 menyatakan bahwa acara pokok Kongres adalah pemilihan dan
penetapan Ketua Umum secara langsung. Ketua Umum terpilih secara ex-officio
merangkap sebagai ketua formatur.Mekanisme pemilihan pimpinan PAN melalui
mekanisme pemilihan langsung, one man one vote, dan suara terbanyak

ditetapkan sebagai Ketua Umum pada masing-masing level kepengurusan.

Pada mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan aturan tersebut
penekannya terletak pada Musyawarah Mufakat. Namun, jika dalam proses
tersebut tidak tercapai kesepakatan bersama, keputusan diambil berdasarkan
voting atau suara terbanyak, termasuk untuk memilih Ketua Umum. Pengaturan
tentang pengambilan keputusan tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

(PAN) Partai Amanat Nasional (PAN) pasal 17 tentang Pengambilan Keputusan.

Kinerja Pimpinan Partai Amanat Nasional Sulsel yang terpilih secara
sisteem pemilihan langsung dapat dikatakan cukup baik dengan memenangkan
enam dari sepuluh pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Sulawesi
selatan dan dapat meningkatkan jumlah suara anggota legislatif yang mengisi
jabatan strategis di parlemen.Namun setiap kali dilakukan pemilihan
kepemimpinan secara langsung terjadi gesekan atau pertarungan yang
mengakibatkan perpecahan dan dualisme di internal partai.Hal ini membuat
terjadinya perubahan suksesi kepemimpinan di tubuh partai PAN untuk

mengurangi gejolak dan konflik yang terjadi.
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1.2 Suksesi Pemilihan Formatur

Mekanisme pemilihan pimpinan Partai Amanat Nasional mengalami
perubahan nyata.Mekanisme sebelumnya adalah pemilihan langsung dan suara
terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum pada masing-masing tingkatan. Pada
Kongres Partai Amanat Nasional ke-4 di Bali, menetapkan mekanisme pemilihan
pimpinan partai melalui pemilihan Formatur. Berdasakan Pasal 27A ART PAN
tentang Agenda Acara Musyawarah Wilayah ayat 1 huruf e tertulis bahwa
kewenangan Musyawarah Wilayah adalah memilih dan menetapkan Ketua
Formatur/Ketua Dewam Pimpinan Wilayah dan Anggota Formatur. Kemudian,
Formatur inilah yang diberi mandat permusyawaratan untuk menyusun
kepengurusan, catatan penting adalah formatur menyusun kepengurusan melalui

Musyawarah Mufakat.

Pemilihan atau voting dengan suara terbanyak tetap terdapat dalam proses
suksesi kepemimpinan Partai Amanat Nasional. Namun, pemilihan itu ditujukan
untuk memilih Formatur dengan menetapkan 4 (empat) orang yang memperoleh
suara terbanyak. Selain 4 (empat) orang terpilih tersebut, DPP mengusulkan 1
(satu) nama untuk menjadi bagian dari anggota Formatur. Kelima anggota
Formatur melakukan Musywarah Mufakat untuk menentukan Ketua Umum.Jika
Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka penentuan Ketua Umum diserahkan

kepada keputusan DPP Partai Amanat Nasional.

Pola suksesi kepemimpinan Partai Amanat Nasional pasca Kongres ke-4
(empat) di Bali menjadikan DPP sebagai penentu dalam proses pergantian

kepemimpinan partai dalam setiap tingkatan, dengan catatan, proses Musyawarah
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Mufakat anggota Formatur mengalami deadlock. Penentuan ketua DPW DKI

Jakarta dan DPW Sulawesi Selatan merupakan contoh pengambilalihan keputusan

untuk menentukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional oleh Dewan Pengurus

Pusat (DPP).

“Penentuan Ketua DPW PAN Sulsel, melalui forum Musyawarah
Wilayah (Muswil) PAN Sulsel, ternyata tidak lepas dari sentralistik
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Ketua Panitia Muswil PAN
Sulsel, Jamaluddin Jafar (JJ) membenarkan, meskipun mekanisme
muswil PAN Sulsel menggunakan sistem voting dengan memilih
empat formatur dari 26 calon formatur.Empat suara terbanyak akan
masuk menjadi formatur ditambah satu orang dari DPP menjadi lima,
kemudian kelimanya ini melakukan musyawarah mufakat untuk
menentukan siapa ketua DPW.Jika musyawarah mufakat menemukan
deadlock maka akan diambil oleh DPP dan DPP lah yang akan
menentukan siapa ketua™*

Kewenangan DPP dalam menentukan Ketua Umum PAN di masing-

masing tingkatan tidak harus berdasarkan nama-nama terpilih sebagai Formatur.

DPP memiliki kewenangan untuk menentukan Ketua Umum di luar anggota

Formatur. Seperti yang terjadi pada penentuan Ketua Umum DPW PAN DKI

Jakarta.

“DPP tidak menuntut kemungkinan akan memilih salah satu diantara
keempat formatur. “Bisa saja DPP akan menunjuk ketua diluar dari
empat formatur... Salah satu contoh perhelatan muswil di DKI Jakarta,
ke empat formatur sepakat menghasilkan ketua, tetapi DPP tidak
setuju, kemudian deadlock dan DPP menunjuk Eko Patrio sebagai
Ketua DPW meskipun Eko tidak masuk dalam formatur.”

*pemilihan Ketua Formatur PAN diundur,www.sulses.fajar.co.id, diakses pada 17 Maret 2017
Pukul 21.34 WIB
*lbid, diakses pada 17 Maret 2017 Pukul 21.34 WIB
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2. Faktor Pertimbangan Perubahan Pola Suksesi Kepemimpinan Partai

Amanat Nasional

Penyebab perubahan mekanisme atau pola pemilihan adalah adanya
regulasi baru yang ditetapkan pada acara Kongres PAN ke-4 (empat) di
Bali.Kemudian di tindak lanjuti dengan Peraturan Partai No.2 tahun 2015 tentang
Pedoman Permusyawaratan.Dalam bagian ini, peneliti mencoba mencari
penyebab lahirnya kedua regulasi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya

perubahan pola atau mekanisme kepemimpinan PAN di masing-masing tingkatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekjend DPP PAN.
Penyebab utama terjadinya perubahan mekanisme kepemimpinan dalam tubuh
Partai Amanat Nasional adalah untuk menyederhanakan mekanisme
pemilihan.Penyederhanaan mekanisme pemilihan tersebut bertujuan untuk

mengurangi gejolak dan konflik paska musyawarah.®

Selain untuk meninimalisir ancaman konflik, faktor perubahan mekanisme
kepemimpinan Partai Amanat Nasional disebabkan oleh pemahaman tentang
demokrasi dan penafsiran tentang sila ke-4 (empat) Pancasila. Menurut Sekjen
DPP Partai Amanat Nasional, secara mendasar hakikat demokrasi Indonesia
menganut sistem perwakilan. Sekjend DPP PAN menjadikan sila ke-4 (empat)
yang berbunyi: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawatan perwakilan sebagai dasar atas perubahan mekanisme

kepemimpinan Partai Amanat Nasional.

®Wawancara dengan Sekretaris Jenderal DPP PAN tanggal 28 Jnauari 2017
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Demokrasi perwakilan, menurut Sekjend DPP PAN merupakan amanah
dari para pendiri bangsa. Namun, paska reformasi demokrasi perwakilan di
Indonesia berubah menjadi pemilihan langsung, yakni, seluruh rakyat Indonesia
memiliki hak pilih untuk menentukan kepala negara. Perubahan demokrasi
perwakilan kepada pemilihan langsung, menurut Sekjend PAN berakibat pada
perubahan mekanisme kepemimpinan di tubuh partai politik untuk memakai

mekanisme pemilihan langsung.

Pemilihan langsung yang dipakai oleh partai politik terdapat beberapa
dampak negatif. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk merubah
mekanisme pemilihan kepemimpinan pada Partai Amanat Nasional. Sekjend DPP
PAN menyebutkan bahwa money politic dan saling bertarung antar calon atau
pendukung calon menjadi dampak negatif dari praktik pemilihan langsung dalam
proses suksesi kepemimpinan. Menurut Sekjend DPP PAN, praktik tersebut tidak
sesuai dengan demokrasi di Indonesia dan demokrasi yang dilahirkan oleh Partai

Amanat Nasional secara internal.

Merujuk pada pola suksesi kepemimpinan di tubuh organisasi
Muhammadiyah, Sekjend DPP PAN mengatakan bahwa pola suksesi semacam itu

dapat terhindar dari konflik internal.

“kita memutuskan kita untuk merujuk sistem musyawarah yang berlaku di
muhammadiyah. Karena selama proses pergantian kepemimpinan di
muhammadiyah berlangsung secara lancar. Bahkan pemilihan ketua
Muhammadiyah berjalan lancar dengan dibentuk Formatur 13, kemudian
berembug untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua. Model itu yang
kemudian kami adopsi.”7

"Wawancara dengan Sekretaris Jendral DPP PAN tanggal 28 Jnauari 2017
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Banyak kelebihan sistem formatur yang dipakai oleh Muhammadiyah
sejak 1950 dalam suksesi kepemimpinan seperti mengurangi permainan uang
dalam proses, memberikan kesempatan lebih banyak pihak untuk terlibat dan
berani tampil, dan menghindarkan organisasi dari kultus individu serta menjaga
relasi egaliter dan Kkolegialitas di tubuh Muhammadiyah. Namun demikian,
mekanisme formatur dalam suksesi PAN di sulawesi selatan 2016 tidak
sepenuhnya mengikuti model muhammadiyah karena DPP yang menunjuk empat

nama anggota formatur tersebut.

Dalam sebuah opini, Pramono U Thantowi menuliskan bahwa politik
pemilihan berkaitan dengan banyak aspek: siapa yang berhak mencalonkan, siapa
yang berhak memilih, siapa yang berhak dipilih, siapa yang berwenang
menyelenggarakan pemilihan, bagaimana preferensi seorang pemilih diekpresikan
ke dalam surat suara, dan bagaimana perolehan suara dikaitkan dengan

keterpilihan seorang pemimpin.?

Karena pentingnya sistem (atau tata tertib) pemilihan tersebut, tidak heran
jika selalu muncul upaya untuk mengubah aturan-aturan pemilihan dalam setiap
kali kongres, muktamar, atau musyawarah nasional setiap organisasi. Hal itu
disebabkan karena tata tertib pemilihan menjadi instrumen yang paling dapat
dimanipulasi, dan bisa didesain untuk mencapai tujuan-tujuan dan hasil-hasil
tertentu. Karenanya, jika ada pihak yang ingin memenangkan calonnya dalam
kongres, muktamar, atau munas, maka tata tertib pemilihan menjadi instrumen

yang paling mungkin dan  paling efektif untuk  direkayasa.

®pramono U  Thantowi, Opin ¢ politik pemilihan Muhammadiyah, diakses di
https://news.detik.com/kolom/2982547/politik-pemilihan-pimpinan-di-muhammadiyah
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Dalam organisasi Muhammadiyah, mislanya, proses pemilihan di tingkat pusat
berlangsung rumit dan lama. Proses ini dimulai dengan pembahasan tata tertib
pemilihan (dan tata tertib muktamar) melalui Sidang Tanwir (lembaga
permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar) lebih kurang satu tahun
sebelumnya. Untuk Muktamar ke-47 ini, tata tertib pemilihan (dan tata tertib
muktamar) telah disahkan sejak Tanwir di Samarinda pada akhir Mei 2014. Hal
ini memang menjadikan tidak muda partai politik mengikuti logika seperti yang

dipakai di Muhammadiyah.

Selain Sekjend DPP PAN, salah seorang kader PAN Sulawesi Selatan
yang menyambut baik perubahan mekanisme ini adalah Usman Lonta.
Menurutnya faktor perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan ini disebabkan
oleh beberapa kasus konflik yang diakibatkan oleh pemilihan langsung. Beliau
menceritakan beberapa kasus hengkangnya kader-kader PAN karena mengalami

kekalahan dalam proses pemilihan Ketua Umum PAN.

“dari pemilihan langsung, meskipun ini kasuistik tapi ada beberapa kasus
di daerah, selesai Musda, terjadi pemilihan langsung, yang kalah lari ke
partai lain, yang menang bercokol. Kasus di Jeneponto, dua kali pemilihan
langsung. Periode pertama ketika pemilihan antara pak Rusli dengan pak
llyas.Kalah pak Rusli, dampaknya pak Rusli pindah ke PKPI.Kemudian
kasus berikutnya, pak Carlos dengan pak Paris.Selesai bertarung, kalah
Paris, lari ke gerindra.Meskipun ini kasusistik.”®

“Kasus Makasar juga begitu, ketika pak Ramli Haba bertarung dengan
Busrah Abdullah, kalah pak Ramli.Pak Ramli sebagai deklarator PAN
diluar akal sehat saya, dia tinggalkan PAN dan menjadi anggota partai
Demokrat.”*

Menurut Usman Lonta beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

perubahan pola suksesi kepemimpinan dalam PAN adalah disebabkan oleh

*Wawancara dengan Usman Lonta tanggal 8 Februari 2017
%wawancara dengan Usman Lonta tanggal 8 Februari 2017
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konflik-konflik yang sering terjadi paska pemilihan langsung. Perubahan pola
suksesi kepemimpinan ini bertujuan untuk meminimalisir konflik paska
pemilihan. Menurut Usman Lonta, dengan pola pemilihan formatur tidak akan ada

kader atau calon Ketua Umum yang merasa dicederai.

“Setelah pemilihan sistem formatur begini, tidak ada yang merasa kalah
tidak ada yang merasa menang. Kenapa, karena sistemnya sistem
pemilihan formatur dengan gaya musyawarah mufakat, sehingga dalam
prosesnya tidak ada yang dicederai. Sangat positif, dalam pandangan saya
sebagai kader, yang lama menekuni Partai Amanat Nasional ini, dengan
model pemilihan seperti ini. Karena dampak terlukai sesudah Musda yang
berujung hengkangnya beberapa kader dan juga anggota DPR atau paling
tidak mantan akan berkurang™!

Sebagai kader senior PAN, Usman Lonta berpendapat bahwa perubahan
pola sukses ini adalah sangat positif, karena menurutnya, dengan keadaan PAN

yang sekarang akan membawa perubahan lebih baik daripada sebelumnya.

“Inilah semua, sehingga pandangan saya sistem formatur dengan
musyawarah mufakat seperti ini, ini sangat menolong pan dalam rangka
menyatukan kader-kader pan yang ada seklarang.”*?

Dalam perjalanannya, Partai Amanat Nasional mengalami perubahan pola
suksesi kepemimpinan dari pemilihan langsung (one man one vote) menjadi
mekanisme pemilihan formatur yang dilakukan oleh perwakilan dengan suara
terbanyak. Beberapa faktor perubahan pola suksesi kepemimpinan Partai Amanat
Nasional dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menyederhanakan proses mekanisme
pemilihan  kepemimpinan; meminimalisir  konflik paska musyawarah;
mengembalikan hakikat demokrasi sesuai dengan Pancasila; dan mengadopsi pola
suksesi kepemimpinan PP Muhammadiyah yang terbukti berhasil untuk

meminimalisir konflik.

"wawancara dengan Usman Lonta tanggal 8 Februari 2017
2Wawancara dengan Usman Lontatanggal 8 Februari 2017
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B. Dampak Perubahan Pola Suksesi Kepemimpinan Partai Amanat

Nasional

Perubahan atau dinamika politik tidak dapat dihindarkan terlebih pada fase
transisi yang terjadi di Indonesia. Perubahan terjadi bukan hanya sistem
kepartaian tetapi juga pola-pola karakter kepartaian termasuk tata kelola
internalnya. Sejalan dengan alur argument tersebut perubahan pola suksesi
kepemimpinan Partai Amanat Nasional juga membawa dampak terhadap
kehidupan organisasi kepartaian, baik yang dirasakan oleh kader, institusi
kelembagaan, bahkan dampak yang dirasakan oleh calon Ketua Umum yang akan
mengikuti proses suksesi tersebut. Dalam bagian ini, penulis akan menarasikan
beberapa dampak yang mucul akibat perubahan pola suksesi kepemimpianan

Partai Amanat Nasional.

Menurut salah satu kader DPP PAN Sulsel, perubahan pola suksesi
kepemimpinan ini memunculkan dampak positif berupa; mengurangi konflik;
membangun kebersamaan; para pengurus cepat menyesuaikan diri dengan tugas
dan fungsi masing-masing pengurus; dan terciptanya kepemimpinan
kolegial.Sedangkan dampak negatif dari perubahan itu adalah; terkesan tidak
demokratis; tidak adanya otonomi dan kemandirian partai tingkat daerah;
kepengurusancenderung ditetapkan oleh kepengurusan satu tingkat diatasnya yang

terkesan mengabaikan aspirasi ditingkat akar rumput.

Setiap mekanisme ataupun pola suksesi kepemimpinan selalu memiliki

dampak positif dan negatif. Berdasarkan wawancara dengan Sekjen DPP PAN,

Bwawancara dengan Sekjen DPP PAN Sulsel tanggal 28 Jnauari 2017
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pola suksesi yang diterapkan oleh PAN sudah melalui proses pengkajian panjang
untuk mencari pola suksesi dengan dampak negatif terkecil.Sehingga ditetapkan
pola suksesi dengan sistem pemilihan formatur sebagai pola suksesi dengan
dampak negatif terkecil. Menurut Sekjen DPP PAN, dampak negatif tersebut
diminimalisir dengan membuka seluas-luasnya hak seluruh anggota partai untuk

mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum pada masing-masing tingkatan.

Selain itu, menurut Usman Lonta, sistem pemilihan formatur ini dapat
menjadi salah satu cara untuk mempersatukan para kader-kader PAN yang ada
sekarang. Berdasarkan cerita Usman Lonta dampak negatif dari pemilihan
langsung selalu menjadikan perpecahan dan berpindahnya kader atau calon Ketua
Umum yang mengalami kekalahan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu,
sistem pemilihan formatur, menurut Usman Lonta dapat meminimalisir dampak

negatif tersebut.

Sedangkan Ashabul Kahfi sebagai ketua terpilih mengatakan, system
formatur lebih efisien, praktis dan dapat meredam potensi konflik.System
formatur ini lebih baik untuk kebutuhan Partai Politik saat ini dimana banyak
perpecahan karna perbedaan di pemilihan pimpinan partai politik contoh
GOLKAR dan PPP. Partai Amanat Nasional lebih solid dalam system formatur

ini, juga meredam perpecahan dan manipolitik.**

Hal yang menjadi sorotan dalam perubahan pola suksesi ini adalah
anggapan bahwa proses tersebut dinilai kurang demokratis. Namun, berdasarkan

wawancara dengan Sekjen DPP PAN bahwa nilai-nilai demokratis sesungguhnya

"“Wawancara dengan Ashabul Kahfi tanggal 10 Februari 2017
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adalah demokrasi perwakilan sesuai dengan sila ke-4 dari Pancasila. Maka,
anggapan dari proses pemilihan tersebut tidak demokratis menurut Sekjen DPP

PAN adalah tidak tepat.

Proses demokratisasi dalam sistem pemilihan formatur tersebut dengan
membuka seluas-luasnya hak semua anggota untuk mendaftarkan diri sebagai
calon Ketua Umum. Usman Lonta menjelaskan bahwa keterlibatan anggota dalam
proses pemilihan formatur sangat diprioritaskan. Tetapi, keterlibatan anggota

hanya pada memiliki hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum.

“Keterlibatan kader dalam hal ini, dia diseleksi oleh timsteering yang
dibentuk olen DPD. Dalam aturan yang baru ini, pendaftaran calon
formatur diumumkan oleh media, minimal dua pekan, 14 hari Kkerja,
berturut-turut diumumkan dalam rangka menjaring kader-kader yang
kompeten dan yang mau membenahi partai ini.*®

Usman Lonta berpendapat bahwa pola suksesi dengan sistem pemilihan
formatur adalah lebih baik daripada pemilihan langsung. Karena sistem yang
digunakan melalui tiga tahap proses penjaringan sebelum dibawa pada forum

musyawarah.

“Sehingga, menurut saya dengan mekanisme ini, seleksinya jauh lebih
bagus.Karena dia diharapkan untuk mendaftarkan diri secara langsung ke
stering untuk kemudian setelah itu diseleksi oleh struktur satu tingkat di
atasnya.Jadi itu penyaringan kedua.Penyaringan ketiga dari hasil seleksi
itu dibawa ke forum musyawarah.Jadi ini seleksinya jauh lebih ketat,
meskipun tidak langsung melahirkan satu orang.Tetapi dia melahirkan 5
orang formatur, dan 5 orang inilah yang diberi mandate untuk menyusun
kepengurusan termasuk menetapkan ketua DPD atau ketua DPW.”*

Selain itu, menurut Usman Lonta, proses pemilihan formatur ini
mengalami proses panjang sampai pada terpilihnya formatur dan tetap melibatkan

pengurus partai satu tingkat dibawahnya. la mengatakan:

Wawancara dengan Usman Lonta tanggal 8 Februari 2017
®\Wawancara dengan Usman Lonta tanggal 8 Februari 2017
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“Jadi keterlibatannya sangat panjang, keterlibatan seleksinya sangat
panjang.Meskipun memang, tentu dalam musyawarah itu tetap dilibatkan
cabang-cabang untuk dimintai tanggapannya terhadap formatur yang mau
ditetapkan.Apakah formatur ini dibawa satu tingkat diatasnya atau dibawa
ke forum musyawarah.”*’

Namun, apabila dampak perubahan tersebut dikhususkan pada calon Ketua
Umum, maka peluang untuk kader-kader PAN memimpin partai semakin kecil.
Karena hanya mereka yang terpilih sebagai formaturlah yang dapat menjadi calon
Ketua Umum walaupun keterbukaan untuk mendorong setiap kader mendaftarkan

diri sebagai calon Ketua Umum dibuka seluas-luanya.

“dari 26 calon Ketua Umum hanya 4 orang yang terpilih untuk masuk
formatur sebagai calon Ketua Umum PAN, sedangkan mereka yang tidak
terpilih sebagai formatur hanya dijadikan sebagai anggota biasa. Hanya
formaturlah yang dapar mengisi jabatan strategis yang ada di
kepengurusan PAN, seperti; Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,
Sekretaris, Bendahara.”*®

Namun, beberapa dampak yang berbeda dari argumen narasumber penulis
bermunculan di beberapa media elektronik.Perubahan pola suksesi dari sistem
pemilihan langsung ke pemilihan formatur memberikan kesan tidak demokratis
bagi beberapa kader PAN Sulawesi Selatan.Dampak yang muncul dari perubahan
pola suksesi ini khususnya bagi PAN Sulawesi Selatan adalah beberapa pengurus
dan ketua DPD se-Sulawesi Selatan menolak hasil Musyawarah Wilayah PAN

DPW Sulawesi Selatan.

"Wawancara dengan Usman Lonta tanggal8 Februari 2017
¥\wawancara dengan Nurkanita Maruddani tanggal 8 Februari 2017
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Berdasarkan pantauan penulis dari makasar.tribunnews.com ketua PAN
DPD Jeneponto Syamsudin Karlos menyebutkan bahwa Musyawarah Wilayah
PAN DPW Sulawesi Selatan adalah abal-abal.®’Menurut Syamsudin Karlos
pemilihan formatur PAN DPW Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan prosedur
yang berlaku.?’Penetapan formatur PAN DPW Sulawesi Selatan yang sebelumnya
mengalami deadlock diambil alih olehn DPP PAN. Hal tersebut menurut
Syamsudin Karlos adalah tidak sah dan dia menilai bahwa DPP PAN sangat
otoriter karena Ketua Umum PAN Sulawesi Selatan langsung ditunjuk oleh DPP

PAN.%

Bahkan, pada saat proses Musyawarah Wilayah PAN DPW Sulawesi
Selatan mengalami kericuhan, yakni para peserta Musyawarah Wilayah memilih
meninggalkan forum Muswil. Hal itu disebabkan karena Musyawarah Wilayah
PAN DPW Sulawesi Selatan dinilai tidak ada proses musyawarah dan
pemilihan.?Menurut Ketua PAN DPD Luwu Raya Musyawarah Wilayah ke-4
PAN DPW Sulawesi Selatan adalah Muswil terburuk. Menurutnya, DPD tidak
pernah dimintai persetujuan tentang putusan empat nama formatur yang

ditetapkan oleh DPP pada Musyawarah Wilayah PAN DPW Sulawesi Selatan.?

¥Abdul Aziz Aminudin, 2016, Ketua DPP PAN Jeneponto Sebut Formatur Muswil PAN Sulsel
Abal-Abal, http://makassar.tribunnews.com/2016/03/11/ketua-dpp-pan-jeneponto-sebut-formatur-
muswil-pan-sulsel-abal-abal, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 21.50

“bid, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 21.50

?!1bid, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 21.56

2Abdul Aziz Aminudin, 2016, Muswil PAN Sulsel Ricuh, DPD dan DPC Pulang Kampung,
http://makassar.tribunnews.com/2016/03/12/muswil-pan-sulsel-ricuh-dpd-dan-dpc-pulang-
kampung, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 22.03

|bid, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 22.06
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Penetapan empat nama formatur PAN DPW Sulawesi Selatan digugat oleh
Ketua PAN DPD Luwu.?* Usmarudin, Ketua PAN DPD Luwu menilai beberapa
putusan yang dihasilkan pada Musyawarah Wilayah PAN DPW Sulawesi Selatan
melanggar Peraturan Organisasi (PO)® yakni; penunjukan Yusran Paris untuk
mewakili DPP PAN dalam penetapan formatur. Dalam proses penetapan empat
nama formatur tersebut, menurut Usmarudin tidak melalui proses verifikasi
berupa fit and proper test. Sehingga, menurut Usmarudin proses tersebut dinilai

tidak transparan.?

Menurut Ketua DPD PAN Jeneponto, Syamsudi Karlos, keterlibatan DPP
dalam proses penetapan formatur DPW PAN Sulawesi Selatan adalah intervensi
DPP PAN.”’Menurutnya DPP tidak mengetahui kondisi PAN Sulawesi Selatan,
sehingga DPP tidak berhak untuk menentukan pilihan sepihak bagi DPW PAN
Sulawesi Selatan.Menurutnya, para kader PAN Sulawesi Selatan dapat

menentukan pucuk pimpinan diisi oleh para kader potensial.”®

Walaupun pada akhirnya semua anggota formatur termasuk yang kontra
terhadap keterlibatan DPP PAN mendapatkan posisi atau jabatan di kepengurusan
namun sebenarnya dalam batas tertentu dapat dikatakan adanya proses
delegitimasi atas kekuasaan sentralistik DPP. Di sisi lain partai ini dapat

menyelematkan diri dari perpecahan. Dalam teori krisis legitimasi dapat terjadi

*Hasim  Arfah, Ketua PAN Luwu Ikut Gugat Mekanisme Formatur  Muswil,
http://makassar.tribunnews.com/2016/03/16/ketua-pan-luwu-ikut-gugat-mekanisme-formatur-
muswil, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 22.15

|bid, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 22.15

|bid, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 22.15

“’Mahyuddin, 2015, PAN  Jeneponto  Tolak Intervensi DPP di  Muswil,
http://makassar.tribunnews.com/2015/09/20/pan-jeneponto-tolak-intervensi-dpp-di-muswil,
diakses pada 26 Mei 2017 pukul 22.29

*|bid, diakses pada 26 Mei 2017 pukul 22.32
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karena beberapa prinsip yaitu:?® (1) kewenangan beralih pada prinsip yang lain,
artinya kewenangan yang selama ini digunakan tidak lagi diakui oleh masyarakat,
(2) masyarakat telah menemukan prinsip kewenangan yang dianggap lebih baik,
sehingga pemimpin yang mendasari diri dengan kewenangan yang lama tidak
akan mendapatkan dukungan lagi dari masyarakat; (3) terjadi persaingan yang
tajam dan tidak sehat diantara elit yang berkuasa, sehingga terjadi perpecahan
dalam tubuh pemerintahan; (4) Pemerintah tidak dapat memenuhi janjinya
sehingga menimbulkan keresahan dan kekecewaan di masyarakat dan berimbas

pada memudarnya dukungan kepada pemerintah.

Beberapa alasan mengapa pihak-pihak yang kontra tetap berada di tubuh
partai adalah soliditas personal dan trust yang ada di internal kepengurusan DPW
selama ini. Sosok karismatik ketua terpillih yang di SK-kan DPP sangat

berpengaruh menjadi katalistaor konflik dalam suksesi ini.

Lima formatur yang pada saat menentukan Ketua DPW PAN Sulsel priode
2016-2021 tidak menemui kata mufakat atau deadlock. Karena itu, sesuai
prosedur DPP PAN mengambil alih penentuan ketua DPW PAN Sulsel. Di saat
proses ini, banyak lobi-lobi dilakukan berbagai pihak khususnya formatur kepada
pihak DPP. Baru pada tanggal 29 Januari 2017 DPP berhasil menentukan Ketua
DPW PAN Sulsel, momen ini kemudian dijadikan dua formatur untuk melobi
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Mereka Ketua PAN Sulsel, Ashabul
Kahfi dan Ketua Panitia Muswil PAN Sulsel, Jamaluddin Jafar. Keduanya

Nampak

®Haryanto, Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar, (Yogyakarta : Jurnal Ilmu Politik
Universitas Gajah Mada. 2005 ) hal. 160-161
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berpose bersama Zulkifli Hasan di ruang kerja Ketua MPR RI. Calon
Ketua DPW PAN Sulsel, Jamaluddin Jafar membenarkan jika dirinya berupaya

melobi besan pendiri PAN, Amin Rais.*

Situasi keberhasilan menyelsaikan persoalan ini dapat dilihat dari kekuatan
kekuasaan dan soliditas internal. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan
seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga orang lain
menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan
tersebut.®> Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya
sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain akan tetapi juga dipandang
sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan yang
mengikat seluruh anggota masyarakat. Suatu kekuasaan akan memunculkan
sebuah kewenangan. Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa wewenang
(authority) merupakan sebuah kekuasaan formal, atau dengan kata lain wewenang
merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimasi.

Kewenangan seseorang belum lengkap jika seseorang belum mendapatkan
legitimasi. Hal ini terlihat bagaimana urgensinya surat keputusan dari DPP PAN
untuk memulai babak baru kepemimpinan di tingkat lokal.Legitimasi merupakan
penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk
memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.Secara garis besar

legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin,

%Abdul  Aziz  Aminudin, Dua  Formatur  PAN  Lobi Ketua ~ MPR,
http://makassar.tribunnews.com/2016/03/17/dua-formatur-pan-lobi-ketua-mpr, diakses pada 26
Mei 2017 pukul 22.48.

*'Haryanto, Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah
Mada, 2005), hal.2
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hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan
pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah.

Legitimasi internal partai ini juga akan mempengaruhi derajat legitimasi di
depan institusi politik lainnya seperti KPU KPUD sebagai penyelenggara pemilu
dan juga komunitas politik lainnya. Yang dimaksud dengan legitimasi terhadap
komunitas politik adalah kesediaan para anggota masyarakat dari berbagai
kelompok vyang berbeda latar belakang untuk membentuk suatu
komunitas.Apabila komunitas tersebut melakukan berbagai perlawanan dan ingin
membentuk masyarakat baru (separatisme) maka legitimasi terhadap komunitas
politik dianggap masih sangat rendah.Sehingga legitimasi terhadap hukum,
lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan politik juga dianggap rendah.

Kurangnya dukungan terhadap komunitas politik akan menyebabkan
masalah dalam penciptaan identitas masyarakat atau disebut juga krisis identitas.
Sedangkan kurangnya dukungan terhadap hukum yang berlaku maka masyarakat
akan mengalami krisis konstitusi. Manakala dukungan terhadap lembaga politik
semakin menurun maka akan terjadi krisis kelembagaan. Krisis kepemimpinan
akan terjadi pada masyarakat yang tidak mempercayai legitimasi para pemimpin
politik, sehingga mempengaruhi kebijakan pemimpin yang menimbulkan krisis
kebijakan. Dengan demikian sistem politik akan menghadapi krisis legitimasi.

Hal lain yang dapat dilihat sebagai kekuatan di tengah ancaman
perpecahan selama proses suksesi menurut hasil analisis ini adalah infrastruktur
dmeokrasi dimana semua pengurus sangat menghargai proses demokrasi yang
bertumpu pada aspek legal-formal dengan memperlihatkan interaksi kepentingan

partai, kepentingan pengurus, dan kepentingan masa depan partai di dalam
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menghadapi proses demokrasi elektoral. Kedua, adalah kekuatan karismatik
kepemimpinan yang akomodatif terhadap kepengurusan dengan sangat
menghargai pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Dalam Setiap terjadi perubahan Pola Suksesi Kepemimpinan Partai Politik

memiliki dampak positif dan negative

1. Dampak Positif

Dampak positif dari sistem ini, pemilihan ini bisa mencegah
pertarungan atau gesekan yang sangat keras yang bisa berakibat pada
perpecahan di antara kader dikarenakan dengan system formatur
mengedepankan sikap musyawarah antar kader dan dapat mengurangi
Money Politik. Hal lain yang positif dengan system formatur bisa
terjadi pembagiaan kekuasaan atau distribusi pengurus yang lebih baik
karena formatur yang akan mendiskusikan susunan pengurus
disbanding system pemilihan langsung biasanya kepengurusan hanya
diisi oleh pemenang.

2. Dampak Negatif

Dampak negative dari system formatur ini, kurang demokratis
karena harapan semua pemilik suara bisa menentukan langsung siapa
yang menjadi pemimpinnya, dan sering terjadi intervensi yang kuat
dari DPP PAN yang menentukan siapa yang berhak menjadi formatur
dan bertentangan dengan para pemilik suara ini yang biasa

memunculkan kekecewaan.
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Pelembagaan partai dalam aspek pengelolaan organisasi internal partai
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan partai meraih suara dalam
pemilu.Aspek pengelolaan internal partai politik akan menentukan kuat atau
lemahnya sebuah partai. PAN memiliki mekanisme pengelolaan struktural sendiri.
Tentu merupakan hal terpenting dan tersulit dalam menentukan orang-orang yang
mengisi struktural internal PAN. orang yang mengisi Struktural tertinggi seperti
Ketua dari tingkat DPC ( Dewan Pengurus Cabang) struktural PAN di Kabupaten
sampai DPD (Dewan Pengurus Daerah) struktural PAN pada tingkat
Provinsimemiliki peran yang sangat vital dalam menentukan perolehan suara yang

didapat.

Zulkifli hasan dalam Pidatonya berkata, “Kalau sudah tidak mendapat
kursi di Pemerintahan jangan haraplah dapat mengisi struktural Partai”

Menurut ketua partai orang-ora.g yang mengisi struktural di partai adalah orang
PAN vyang terpilih dan menjabat pada Legislati maupun eksekutif.Pernyataan
yang dilontarkan oleh ketua partai tersebut secara tidak langsung bertujuan

menggeser posisi orang-orang yang pernah berjasa.

Ashabul Kahfi menambahkan dalam sambutan Ketika Mubes PAN di
Makassar “orang-orang yang tidak terpilih lagi yang sabar ya, mungkin
Pernyataan pak Zul tadi bertujuan baik untuk masa depan partai”” ucapnya
sambil bercanda.

Dalam wawancara pribadi Ashabul Kahfi mengatakan bahwa pergantian
posisi kepada anggota yang tidak terpilih lagi menjabat bertujuan untuk
melakukan regenerasi struktural. Hal tersebut membuka peluang bagi orang-orang
yang terpilih menjadi Legislati (DPRD maupun DPR) ataupun kepala Daerah
terpilih untuk dapat mengisi struktural penting dalam PAN. Ahsabul kafi juga

menambahkan, adanya prioritas orang-orang yang mengisi jabatan pemerintah
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untuk di tempatkan strategis dalam internal partai karena orang-orang tersebut
punya pengaruh. Orang berpengaruh tersebut tentunya memiliki massa yang
bayak untuk mengisi jabatan. Dalam artian lain semain tinggi jabatannya semakin
tinggi atau banyak massa yang dimiliki masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat

berguna untuk partai mempertahankan kekuasaan ataupun merebut kekuasaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perubahan pola
suksesi kepemimpinan partai politik khususnya partai PAN. kebijakan yang dibuat
oleh DPP pada dasarnya cukup tepat. Hal tersebut berdampak positif karena tidak
menimbulkan perpecahan atau dualisme dalam internal partai. Seperti contohnya
pemilihan ketua DPW PAN Sulsel. Pada pemilihan tersebut di dapat 26 nama
formatur yang lolos persyaratan. Kemudian nama-nama tersebut dari DPW
diserahkan kepada DPP. DPP kemudian menetapkan 4 nama orang terbaikyang
memenuhi persyaratan formatur di tambah 1 orang rekomendasinya. Jadi DPP
menetapkan 5 orang untuk bermusyawarah menentukan sendiri posisi dari Ketua,
Bendahara, Sekretaris, Ketua POK, dan Ketua MPP.

Mekanisme pola suksesi yang tersebut sangat meminimalisir perpecahan.
apa yang diberitakan negatif oleh media, itu bersumber dari kekecewaan formatur
yang memenuhi syarat namun tidak tidak lolos menjadi 5 formatur, atau mendapat
rekomendasi dari DPP. Beberapa yang tidak lolos tersebut beranggapan
mekanisme pola suksesi kurang demokratis karena tidak melibatkan formatur
yang lain. Kekecewaan itu dikarenakan kurang pahamnya beberapa kader
terkaitmekanisme pelaksanaan tersebut. DPP menentukan 5 orang tersbut
tentunya dengan melalui berbagai macam pertimbangan dan melihat rekam jejak

yang dilakuan. Satu hal yang benar-benar kurang demokratis justru pada
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penentuan 1 orang rekoemdasi dari 5 orang formtatur. Karena satu orang
rekomendasi itu di tunjuk langsung oleh DPP meskipun tidak memenuhi syarat

formatur.
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